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JPU Nyatakan Banding Putusan 5 Terdakwa
Tipikor Pasar Inpres Bintuhan

BENGKULU - Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Kejaksaan Negeri
(Kejari) Kaur menyatakan banding
terhadap putusan pengadilan dalam
perkara korupsi proyek pembangu-
nan Pasar Inpres Bintuhan Kabu-
paten Kaur Tahun Anggaran 2022,

Banding tersebut diawali den-
gan pengiriman pemberitahuan
ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor
Bengkulu.

Untuk poin yang akan dimasukan
dalam memori banding salah satu-
nya adalah pidana tambahan yang
ditujukan pada lima terdakwa yang
dianggap tidak sesuai dengan fakta
persidangan yang dibeberkan ahli
auditor BPKP.

Banding JPU terhadap putusan lima
dari tujuh terdakwa yang terseret
dalam perkara ini.

Tujuh terdakwa yakni Kadis Perin-
dagkop Kaur tahun 2022 juga sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Agusman Efendi, Kemudian Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Pan-
dariadmo, Direktur CV. 5YB Melden
Efendi, Direktur perusahaan CV. 5YB
Soudarmadi Agus Cik, Selanjutnya
anggota Pokja UKPB] Kaur, Thavib
Setiawan.

Disampaikan [PU Kejari Kaur, Bob-
by Muhammad Ali Akbar, SH, MH,
memang benar JPU akan banding,
pada 4 Maret 2025 telah memasukan
pemberitahuan banding.

Pemberitahuan banding tersebut
dimasukkan ke PN Tipikor Benghkulu.

“Kita sudah layangkan pemberita-
huan banding, selanjutnya kita akan
masukan memori banding” ungkap
Bobby pada RE 5 Maret 2025,

Bobby melanjutkan bahwa untuk
poinyang dimasukan dalam memori
banding adalah fokus pada pidana
tambahan lima terdakwa dari tujuh
terdakwa.

Lima terdakwa divonis majelis ha-
kim untuk pidana tambahan lebih

rendah dari pada tuntutan JPU.

Belum lagi berdasarkan perhitun-
gan BPKP provinsi Bengkulu telah
menyatakan proyek ini memiliki
kerugian negara hingga Rp2,6 miliar
dan vonis para terdakwa yang harus
dipulihkan di bawah KN yang ada.

“Para terdakwa ini divonis majelis
hakim dengan pidana tambahan
jauh dari pada tuntutan, itu kenapa
kami layangkan banding," terang
Bobbi.

Sementara itu Penasihat Hukum
terdakwa, Deden Abdul Hakim, SH
mengatakan jika Jaksa melakukan
upaya banding maka PH akan me-
nyiapkan kontra memori Banding.

“Kita akan siapkan kontra memori
banding, kalau untuk banding atau
tidak memang hak dari jaksa tapi
kami juga ada upaya bantahan
yakni kontra memori banding,” tutup
Deden.

Sekedar mengulas, Tujuh terda-
kawa perkara proyek pembangunan
Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten
Kaur Tahun Anggaran 2022 terbukti
melakukan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri
(PN) Tipikor Bengkulu Senin, 24
Februari 2025 dalam amar putusan-
nyasependapat dengan tuntutan [PU
Kejari Kaur Pasal 3 Undang-Undang
Tipikor.

Namun demikian, hukuman
pidana penjara denda hingga
pidana tambahan vang pengganti
turun lebih rendah dari tuntutan
JPU Kejari Kaur.

Majelis Hakim memvonis terdakwa
mantan Kadis Perindagkop Kaur Ta-
hun 2022, Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Agusman Efendi dengan hu-
kuman penjara 2 tahun 4 bulan serta
denda Rp100 juta subsidair 3 bulan.

Ia juga dibebankan pidana tamba-
han uang pengganti sebesar Rp181
juta subsidair 3 bulan kurungan

penjara.

Vonis tersebut lebih rendah diband-
ing tuntutan JPUJ yang meminta
Agusman divonis 3,5 tahun denda
Rp100 juta subsidair 3 bulan.

Sertauang pengganti sebesar Rpd73
juta dan subsidair 1 tahun kurungan
penjara.

Selanjutnya terdakwa Pejabat Pem-
buat Komitmen (PPK), Pandariadmo.
Divonis hukuman penjara selama
2 tahun 4 bulan denda Rp 100 juta
subsidair 3 bulan. Pandariadmotidak
dikenakan pidana tambahan uang
pengganti.

Vonis tersebut lebih renda dari
tuntutan JPU yakni penjara selama
3,5tahun denda Rp100 juta subsidair
3 bulan.

Sertauang pengganti sebesar Rp5&1
juta dan subsidair 1 tahun kurungan
penjara.

Kemudian terdakwa Direktur CV.
SYB Melden Efendi selaku peminjam
perusahaan CV. $YB Soudarmadi
Agus. divonis penjara selama 2 tahun
4 bulan denda Rp 100 juta subsidair
3 bulan.

Iajuga dibebankan uang pengganti
sebesar Rp 18 juta dan subsidair 3
bulan.

Vonis tersebut lebih rendah dari
tuntutan JPU yang meminta terda-
kwa dihukum penjara selama 3,5
tahun denda Rp100 juta subsidair 3
bulan. Serta uang pengganti sebesar
Rp444 juta dan subsidair 1 tahun
kurungan penjara.

Selanjutnya terdakwa Soudarmadi
Agus Cik divonis dengan hukuman
penjara selama 2 tahun 4 bulan
denda Rp 100 juta Subsidair 3 bulan.

Sertapidana tambahan dibebankan
uang pengganti sebesar Rp.441 juta
subsidair 3 bulan.

Vonis tersebut lebih rendah dari
tuntutan JPU penjara selama 3,5
tahun denda Rpl00 juta subsidair
3 bulan.

Serta dibebankan uang pengganti
sebesar Rp556 juta dan subsidair 1
tahun kurungan penjara.

Kemudian terdakwa anggota Pokja
UKPB] Kaur, Thavib Setiawan (Pe-
minjam Perusahaan CV. TIK, In-
drayoto) divonis dengan hukuman
penjaraselama 2 tahun bulan denda
Rp100 juta subsidair 3 bulan.

Serta pidana tembahan dibebankan
uang pengganti sebesar Rp20 juta
dan subsidair 3 bulan.

Vonis tersebut lebih rendah dari
tuntutan selama 3,5 tahun denda
Rpl00 juta subsidair 3 bulan. Serta
dibebankan uang pengganti sebesar
R.41 juta dan subsidair 1 tahun ku-
TUNgan penjara.

Kemudian terdakwa Indrayoto
divonis dengan hukuman penjara
selama 2 tahun 4 bulan denda Rp 100
juta subsidair 3 bulan.

JPU menuntut Indrayoto dengan
hukuman penjara selama 3,5 tahun
denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan.
Serta uang pengganti sebesar Rp138
juta dan subsidair 1 tahun kurungan
penjara.

Terakhir terdakwa Wakil Direktur
CV. TP selaku Konsultan Peren-
cana, Rustam Effendi divonis 1,5
tahun denda Rp 100 juta Subsidair
3 bulan.

Serta pidana tembahan dibebankan
uang pengganti sebesar Rp.37 juta
dan subsidair 6 bulan penjara.

Vonis tersebut berbeda dengan
tuntutan JPU dengan pidana penjara
1,5 tahun denda Rp100 juta subsidair
3 bulan dan dibebankan uang peng-
gantisebesar Rp22 juta dan subsidair
1 tahun kurungan penjara.

“Mereka bertujuh dengan sah
dan menyakinkan telah merugikan
negara hingga Rp2,6 miliar atas
tindakan korupsi tersebut divonis
berdasarkan Pasal 3," ungkap Ketua
Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH,
MH.(wit)



